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 P U T U S A N 

Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Negeri  Buntok  Kelas  II  yang  mengadili  perkara  perdata

pada  tingkat  pertama,  telah  menjatuhkan putusan  sebagai  berikut  dalam

perkara gugatan antara:

ALIF TOFA, bertempat tinggal di Mess Staf PT. BKI Takuam Perumahan G2 

Blok I28 Desa Lebo, Kecamatan Pamatang Karau, Kabupaten Barito 

Timur,  Provinsi  Kalimantan  Tengah  dan  berdomisili  elektronik  di  

aliftofa@gmail.com, sebagai Penggugat;

l a w a n

NERIS,  bertempat tinggal  di  Desa Kalahien,  RT.004 RW.001, Kecamatan  

Dusun  Selatan,  Kabupaten  Barito  Selatan,  Provinsi  Kalimantan  

Tengah  dan  berdomisili  berdomisili  elektronik  di 

nneriss13@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 April

2024 yang  diterima  dan  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri

Buntok pada tanggal  25 April 2024  dalam Register Nomor  9/Pdt.G/2024/PN

Bnt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu 13 Mei 2012, telah terjadi Perkawinan yang

sah menurut Negara dan sesuai dengan aturan Gereja Kristen antara

PENGGUGAT dan TERGUGAT dihadapan pejabat Kantor Catatan Sipil

Kabupaten  Barito  Selatan,  Kalimantan  Tengah  sebagaimana  tercatat

dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6204-KW-24052012-0002 pada

tanggal 16 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah;
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2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di Mess

PT M sal daerah Tumbang Telaken Manuhing selama 6 Tahun, setalah

itu pada tahun 2017 pada saat TERGUGAT mengandung anak pertama

TERGUGAT pulang  ke  kalahien  sampai  melahirkan,  lalu  pada  bulan

Desember tahun 2018 PENGGUGAT pindah ke Mess PT BKI  Barito

Timur sampai sekarang;

3. Bahwa dari  pernikahan antara  Penggugat  dan Tergugat  telah  lahir  2

(dua) orang anak yang bernama:

a. SHERRIN LIFIA ALENA, Lahir di Kalahien 07 Juli 2014 berdasarkan

Akta  Kelahiran  Nomor:  6204-LT-20112014-0005,  tertanggal  20

November 2014;

b. KEZIA ELIANA, Lahir di Kalahien 15 Januari 2018  berdasarkan Akta

Kelahiran  Nomor:  6204-LU-20022018-0003,  tertanggal  20  Februari

2018;

4. Bahwa dari  bulan Oktober 2023 pernikahan Penggugat dan Tergugat

sudah  diwarnai  dengan  konflik  dan  pertengkaran  yang  disebabkan

karena kecurigaan Tergugat terhadap Penggugat memiliki  perempuan

lain dan Menelantarkan Anak;

5. Bahwa setelah itu Pertengkaran tersebut  berlanjut  dan hampir  setiap

bulan  pertengkaran  tersebut  terjadi,  sampai  pada  sekitar  bulan

Desember  2023  Tergugat  pergi  dari  rumah dengan  membawa  anak-

anak dari Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa  pada  awal  Februari  2024  terjadi  pertengkaran  lagi  dan

Penggugat melaporkan hal tersebut ke Damang Dusun Selatan untuk

menyelesaikan permasalahan Rumah Tangga secara adat;

7. Bahwa  pada  tanggal  11  Februari  2024  Penggugat  dan  Tergugat

dipanggil  oleh  Damang  Dusun  Selatan  untuk  menyelesaikan

Permasalahan  Rumah  Tangga  Penggugat  dan  Tergugat  akan  tetapi

hasilnya Nihil;

8. Bahwa  karena  Percekcokan/  Perselisihan  yang  terjadi  secara  terus

menerus, serta tidak ada lagi rasa untuk saling menyayangi, mengasihi

dan mencintai terlebih untuk membangun suatu bahtera rumah tangga,
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maka dapat menunjukkan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT

sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dipersatukan kembali dalam

bahtera rumah tangga;

9. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No.16

Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974

tentang  Perkawinan:  Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal

berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

10. Bahwa dikarenakan Perselisihan, Pertengkaran, Tidak ada Nafkah Lahir

dan  Batin  dan  Tidak  ada  Komunikasi  lagi  antara  PENGGUGAT dan

TERGUGAT  sampai  saat  ini,  maka  jelas  perkawinan  antara

PENGGUGAT  dan  TERGUGAT  tidak  akan  mencapai  tujuan  dari

perkawinan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-

undang No.16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang No.

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

11. Bahwa  berdasarkan  pasal  38  Undang-undang  No.16  Tahun  2019

Tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974  Tentang

Perkawinan  Jo,  Peraturan  Pemerintah  No.9  Tahun  1975  Perceraian

dapat terjadi dengan alasan sebagai berikut:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,

penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun

berturut-turut  tanpa izin  pihak lain  dan tanpa alasan yang sah

atau karena hal lain diluar kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat

yang membahayakan pihak lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit  dengan

akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau

isteri;
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f. Antara suami dan isteri  terus menerus terjadi  Perselisihan dan

Pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

rumah tangga;

Maka  dalam  hal  ini  dikarenakan  perselisihan  dan  pertengkaran

Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai saat ini tidak

ada  jalan  keluarnya  dalam  hal  ini  Penggugat  menyerahkan

permasalahan ini pada Pengadilan Negeri Buntok;

12. Bahwa atas dasar uraian diatas PENGGUGAT telah memenuhi alasan

pereceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No.16

Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan Jo, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

13. Bahwa  karena  perkawinan  antara  PENGGUGAT  dan  TERGUGAT

sering  mengalami  pertengkaran/percekcokan  secara  terus  menerus

serta antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada rasa untuk

saling memiliki, menyayangi, mengasihi, mencintai, yang dalam hal ini

mengakibatkan konflik  yang terjadi  secara terus menerus maka jelas

perkawinan  antara  PENGGUGAT  dan  TERGUGAT  tidak  mencapai

tujuan  dari  Perkawinan  itu  sendiri  sebagaimana  yang  disebut  dalam

Pasal  1  Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

14. Bahwa  berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas  PENGGUGAT  memohon

kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara Pengadilan

Negeri   Buntok Kelas II  untuk MEMUTUS CERAI Perkawinan antara

Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:

6204-KW-19092016-0001  pada  tanggal  19  September  2016  yang

dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten

Barito  Selatan,  Kalimantan Tengah Putus  Karena Perceraian  dengan

segala akibat hukumnya;

15. Bahwa PENGGUGAT memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim

Pemeriksa  Perkara  Pengadilan  Negeri  Buntok  Kelas  II  untuk

mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum
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tetap  agar  dicatatkan  didalam  register  Dinas  Kependudukan  dan

Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah;

16. Bahwa oleh Karen itu, maka PENGGUGAT merasa tidak ada lagi jalan

lain  kecuali  mengajukan  persoalan  ini  kehadapan  yang  terhormat

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Buntok Kelas II,

agar dapat memeberikan putusan yang seadil-adilnya;

17. Bahwa  PENGGUGAT  memohon  Kepada  Majelis  Hakim  Pemeriksa

Perkara Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk membebankan biaya

perkara menurut Hukum;

Berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas  mohon  kepada  Majelis  Hakim

Pemeriksa  Perkara  Pengadilan  Negeri  Buntok  Kelas  II  berkenan  untuk

Menerima, memeriksa sekaligus memberikan putusan sebagai berikut:

P R IM A I R :

1. Menerima dan  Mengabulkan Permohonan Gugatan Perceraian  untuk

seluruhnya;
2. Menyatakan  secara  Hukum  perkawinan  antara  PENGGUGAT  dan

TERGUGAT  sebagaimana  tercatat  dalam  Kutipan  Akta  Perkawinan

Nomor:  6204-KW-24052012-0002  pada  tanggal  16  Juli  2014  yang

dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten

Barito  Selatan,  Kalimantan  Tengah  PUTUS  KARENA PERCERAIAN

DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok kelas II atau

pejabat  yang  ditunjuk  untuk  itu  agar  menyampaikan  sehelai  salinan

putusan perceraian ini  yang telah mempunyai  kekuatan hukum tetap,

kepada  Kepala  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil

Kabupaten Barito Selatan untuk mencoret  daftar perkawinan tersebut

dan  mencatat  telah  terjadinya  perceraian  antara  Penggugat  dengan

Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil;
4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;
Subsider:
Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya

menurut hukum dan keadilan;

Menimbang bahwa pada hari  persidangan yang  telah  di  tetapkan,

Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;
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Menimbang bahwa Majelis  Hakim telah mengupayakan perdamaian

diantara  para  pihak  melalui  mediasi  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan  dengan  menunjuk  Niesya  Mutiara  Arindra,  S.H.,  Hakim  pada

Pengadilan Negeri Buntok sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Mei 2024

bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada

Tergugat  diminta  persetujuannya  untuk  melaksanakan  persidangan  secara

elektronik;

Menimbang  bahwa  terhadap  gugatan  Penggugat  tersebut  pihak

Tergugat  menyatakan  bersedia  untuk  melakukan  persidangan  secara

elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang mana

Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan pada halaman 1 pada kalimat

anak pertama diubah menjadi anak kedua dan pada halaman 3 pada kalimat

Kutipan Akta  Perkawinan Nomor:  6204-KW-19092016-0001 diubah menjadi

Nomor  6204-KW-24052012-0002  dan  pada  kalimat  tanggal  19  September

2016 diubah menjadi 16 Juli 2014;

Menimbang  bahwa  terhadap  gugatan  Penggugat  tersebut  Tergugat

memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Benar kami menikah pada hari minggu, 13 Mei 2012 di hadapan petugas

Kantor Catatan Sipil sesuai dengan aturan Negara dan Gereja Kristen.

Tercatat pada kutipan Akta Perkawinan No: 6204-KW-24052012-0002. 

2. Pernyataan  si  penggugat  bahwa penggugat  pindah ke  PT.  BKI  Barito

Timur sampai sekarang. Hal itu tidak benar, karena pada tahun 2019-

2021 penggugat dan tergugat masih tinggal Bersama di mess PT. BKI

Barito  Timur.  Namun  pada  saat  anak  pertama  kami  SHERRIN  LIFIA

ELENA tidak naik ke kelas 2 SD dan neneknya sudah tidak sanggup lagi

untuk  menjaga  dan  merawat  anak  kami  ini.  Akhirnya  penggugat  dan

tergugat  bersepakat,  bahwa  tergugat  pulang ke  kampung halaman di

desa Kalahien untuk menyekolahkan anak, sedangkan penggugat tinggal
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di  mess  PT.  BKI  Barito  Timur  karena  penggugat  bekerja  sebagai

karyawan di PT BKI Barito Timur tersebut.

3. Pada  bulan  juli  2021  akhirnya  tergugat  pindah  ke  desa  Kalahien,

sedangkan penggugat masih tetap tinggal di mess PT. BKI Barito Timur

karena masih bekerja disana. Atas kesepakatan ini  penggugat berjanji

akan pulang seminggu sekali atau kalua ada hari libur (tanggal merah).

4. Pernyataan penggugat pada poin 4 ini tidak benar. Bulan Oktober sampai

November 2023 hubungan kami masih baik-baik saja. Pada hari minggu

26 november 2023 kami masih merayakan ulang tahun penggugat  di

rumah kami di  desa Kalahien. Sebenarnya ulang tahun penggugat itu

jatuh  pada  tanggal  22  November  2023,  karena  penggugat  pulang

seminggu sekali maka kami merayakan hari ulang tahun nya pada hari

minggu tanggal 26 november 2023.

5. Pernyataan penggugat bahwa terjadi pertengkaran hampir setiap bulan

sampai bulan Desember 2023. Itu pernyataan yang tidak benar sebab,

pertengkaran mulai terjadi antara penggugat dan tergugat di tanggal 2

Desember 2023. Pertengkaran disebabkan karena tergugat menemukan

dan membaca isi  chat whatsapp dari  Perempuan lain yang masuk ke

handphone  milik  penggugat.  Pesan  tersebut  berisi  chat/pesan  mesra.

Penggugat mengakui bahwa ia telah berselingkuh, namun tergugat tetap

memaafkan  penggugat  meskipun  tergugat  merasa  sangat  kecewa.

Penggugat sempat berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. 

Setelah pertengkaran terjadi, penggugat langsung pulang ke mess PT.

BKI  Barito  Timur  dan  tidak  jadi  bermalam.  Waktu  pulang  berikutnya

hubungan sudah kembali membaik sampai akhir Desember 2023.

6. Pernyataan mengenai tergugat pergi dari rumah dengan membawa anak-

anak  dari  penggugat  dan  tergugat.  Sebenarnya  maksudnya  apa  dan

siapa yang membawa anak-anak pergi dari penggugat dan tergugat.

7. Pada awal  Februari  2024  terjadi  pertengkaran  antara  penggugat  dan

tergugat.  Hal  itu  tidak  benar,  karena pada malam Minggu tanggal  21

januari  2024  tergugat  menanyakan  tentang  ajakan  penggugat  untuk

pindah agama. Namun reaksi penggugat malah marah dan berkata “aku
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cape”.  Tergugat  menjawab  “kapan  lagi  kita  bisa  bicara  kalua  bukan

malam ini,  “besok kan kamu sudah pulang”  dan waktu  itu  anak-anak

sudah tidur.  Penggugat  merasa bahwa tergugat  mengajak bertengkar,

akhirnya Penggugat memilih untuk pergi dan Kembali ke mess PT. BKI

Bartim,  padahal  waktu  itu  tergugat  hanya  bertanya  kelanjutan  ajakan

penggugat untuk pindah agama. Karena hal itu, akhirnya tergugat juga

memutuskan untuk membangunkan anak-anak dan mengikuti penggugat

pulang ke mess PT. BKI Barito Timur.

Hal tersebut membuat penggugat marah sekali dan menyuruh anak-anak

untuk tidur kembali, namun anak-anak yang terlanjur melihat penggugat

marah membuat mereka ketakutan dan hanya bisa tertidur di pangkuan

tergugat. Tergugat merasa ketakutan melihat penggugat marah, terlihat

pada  saat  itu  mata  penggugat  menjadi  merah,  kedua  tangannya

mengepal  dan  dadanya  terlihat  naik  turun  karena  seperti  kesulitan

mengatur nafasnya. Akhirnya tergugat pergi karena ketakutan dan tidak

mau  terjadi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan,  maka  tergugat  pergi

mendahului penggugat ke mess PT. BKI Bartim dan berpamitan dengan

orang  tua.  Namun  orang  tua  tergugat  tidak  mengizinkan  untuk  pergi

karena sudah Tengah malam dan menyarankan untuk pergi besok pagi

saja, atas saran orang tua itu dan mengingat tergugat membawa anak-

anak, maka tergugat mengiyakan untuk pergi besok pagi nya. 

8. Pernyataan pada poin 7 itu tidak benar sebab penggugat dan tergugat

dipanggil oleh Damang Dusun Selatan pada hari kamis 15 februari 2024

atas laporan penggugat yang dibuat pada tanggal 11 februari 2024 oleh

Damang Dusun Selatan. Dari pertemuan ini penggugat meminta proses

perceraian  secara  adat,  tetapi  tergugat  mencabut  gugatan  tersebut

karena tergugat tidak ingat bercerai mengingat banyak hal yang harus

dipertimbangkan mengenai pernikahan yaitu.

1. Janji  di  hadapan  Tuhan  (karena  dalam  pernikahan  Kristen,

perceraian tidak diperbolehkan).

2. Anak-anak yang masih kecil masih memerlukan kedua orang tua

yang utuh dan takut membuat anak menjadi trauma.
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3. Harapan dan tumpuan keluarga (anak dan istri) dalam kehidupan

sehari-hari adalah suami (penggugat).

9. Percekcokan/perselisihan terjadi terus menerus dan tidak ada rasa saling

menyayangi dan mengasihi.

Pernyataan  di  atas  tidak  benar  karena  anak-anak  dan  istri  selalu

menyayangi  dan  mengasihi  Penggugat.  Tergugat  sudah  berusaha

berkomunikasi dengan baik dengan Penggugat. Namun tanggapan dari si

Penggugat bahwa Tergugat selalu mengajak bertengkar. Pada akhirnya

Tergugat memutuskan untuk memindahkan anak-anak ke PT. BKI Bartim

pada  hari  sabtu  3  februari  2024  dengan  harapan  dapat  memperbaiki

hubungan  dan  komunikasi,  tetapi  Penggugat  malah marah,  kemudian

pindah ke kamar sebelah dan tidak ingin berbicara dengan anak-anak

dan si Tergugat. Setiap keluar masuk kamar Penggugat selalu mengunci

pintu kamarnya.

Pada  hari  senin  5  februari  2024,  Tergugat  dan  anak-anak

berpamitan  untuk  mendaftarkan  anak  sekolah  di  SDN  3  Bambulung.

Waktu  itu  Tergugat  hendak  berpamitan  dengan  Penggugat  namun

Penggugat  malah  mendorong  Tergugat  seperti  tidak  ingin  disalami.

Sampai Tergugat berkata “Kenapa seperti  itu yah?”,  akhirnya tergugat

diam dan pergi.

Sepulang dari mengantarkan anak mendaftarkan sekolah, Tergugat kaget

karena Penggugat meninggalkan secarik kertas yang isinya.

Saya urus cuti

Sabtu ke kampung kita hadap ke orang tua

Kita selesaikan 

Daripada menyiksa diri, kita sudah tidak sejalam

Bila perlu sore ini kita ke orang tuan

Pada  waktu  Penggugat  bertemu dengan  orang  tua,  dan  kebetulan

pada saat itu ada saudara yang sedang menjenguk orang tua Tergugat

yang sakit pada waktu itu. Penggugat bercerita kalua Tergugat berteriak-

teriak di mess PT. BKI Bartim dan membuatnya malu.  Kemudian orang

tua dan saudara bertanya “Maksud bapa Sherrin ini apa? apakah ingin
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bercerai?”  jawab  Penggugat  “Tidak  pak,  bu.  Kalau  untuk  bercerai  itu

jauh”.

Padahal Penggugat sering menekan Tergugat mulai dari tanggal 31

januari  2023, dan pada saat Tergugat pindah pada tanggal 5,6 dan 7

bulan februari  2024 Penggugat  setiap malam masuk ke dalam kamar

Tergugat dengan anak-anak dan mengatakan “Saya sudah tidak suka

lagi  dengan kamu,  kita  sudah tidak  sejalan,  kamu sudah teriak-teriak

membuat aku malu, kamu sudah laporkan aku ke GM” Jawab Tergugat

“saya tidak mengadu ke GM, saya hanya bertanya ke GM apakah istri

staff  tidak  boleh  tinggal  di  mess  PT.BKI  Bartim  sehingga  kamu

(Penggugat) marah dan tidak mau kami berada disini”.

Akhirnya Tergugat pun berkata “Sudahlah yah, kasihan mental anak-

anak kita. Bukannya kita sudah saling berjanji dan memaafkan, kenapa

harus di bahas lagi. Jawab Penggugat “Eleh kamu panas gara-gara dia

sudah mualaf” kata Penggugat. Jawab Tergugat “Saya tidak memikirkan

Perempuan itu,  saya hanya memikirkan keluarga kita dan anak-anak”.

Jawab Penggugat “Yang saya sudah tidak mau lagi sama kamu”.

Alasan mengapa Tergugat berteriak-teriak karena tidak tahan lagi dengan

tekanan  si  Penggugat  dan  berbicara  kasar  serta  marah-marah  di

hadapan anak-anak yang masih belum tidur  sampai  mereka menutup

kedua telinga nya dengan tangan.

Itulah sebenarnya yang terjadi. Dari awal pernikahan tanggal 13 mei

2012, rumah tangga antara tergugat dan Penggugat tidak pernah terjadi

pertengkaran,  namun  semenjak  perselingkuhan  Penggugat  diketahui

oleh Tergugat  terjadi  perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

dan Tergugat.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat

telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat  untuk membuktikan dalil  gugatannya

telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 : Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  ALIF  TOFA  Nomor

6204062211880001  yang  diterbitkan  oleh  Dinas
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Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Barito

Selatan pada tanggal 05 Januari 2022;
2. P-2 : Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  NERIS  Nomor

6204065303850006  yang  diterbitkan  oleh  Dinas

Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Barito

Selatan pada tanggal 27 Juli 2015;
3. P-3 : Kartu  Keluarga Nomor  6204060608120007 yang  diterbitkan

oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil  Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 13

Februari 2024;
4. P-4 : Akta  Nikah  Nomor  02/AN/GBI-JK/III-2012  yang  diterbitkan

oleh  Gereja  Bethel  Indonesia  Badan  Persekutuan  Gereja

berdasarkan SK. Dep. Agama RI. No. 41 tanggal 9-12-1972,

pada tanggal 13 Mei 2012;
5. P-5 : Akta  Perkawinan  Nomor  6204-KW-24052012-0002  yang

diterbitkan  oleh  Pejabat  Pencatatan  Sipil  pada  Dinas

Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Barito

Selatan pada tanggal 16 Juli 2014;
6. P-6 : Akta  Kelahiran  Nomor  6204-LT-20112014-0005  yang

diterbitkan  oleh  Pejabat  Pencatatan  Sipil  pada  Dinas

Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Barito

Selatan pada tanggal 20 November 2014;
7. P-7 : Akta  Kelahiran  Nomor  6204-LU-20022018-0003  yang

diterbitkan  oleh  Pejabat  Pencatatan  Sipil  pada  Dinas

Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Barito

Selatan pada tanggal 20 Februari 2018;
8. P-8 : Surat Panggilan Penyelesaian Permasalahan Rumah Tangga

Adat  Nomor  05/DKA-DS/II/2024  yang  diterbitkan  oleh

Damang  Kepala  Adat  Kecamatan  Dusun  Selatan  pada

Kedamang  Dusun  Selatan  Kabupaten  Barito  Selatan  pada

tanggal 11 Februari 2024;
9. P-9 : Foto  percakapan  via  aplikasi  Whatsapp  dan  Foto  Bukti

Transfer Antar Bank melalui Mobile Banking BSI;
10. P-10 : Foto percakapan via aplikasi Whatsapp;
11. P-11 : Foto Bukti Transfer Antar Bank melalui Mobile Banking BSI;
12. P-12 : Foto Penggugat dengan anaknya dan foto kondisi jalan saat
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banjir;
13. P-13 : Foto Surat dari Penggugat bahwa ia melaksanakan cuti;
14. P-14 : Foto percakapan via aplikasi Whatsapp;
15. P-15 : Foto percakapan via aplikasi Whatsapp;
16. P-16 : Foto  percakapan  via  aplikasi  Whatsapp  dan  Foto  Bukti

Transfer Antar Bank melalui Mobile Banking BRI;
17. P-17 : Foto percakapan via aplikasi Whatsapp;
18. P-18 : Foto percakapan via aplikasi Whatsapp;

Menimbang  bahwa  terhadap  bukti  surat  tersebut  telah  diberikan

meterai dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, bukti P-1 fotokopi sesuai

dengan  aslinya,  bukti  P-8  berupa  bukti  surat  asli  dan  bukti  P-2  sampai

dengan P-7, P-9 sampai  dengan P-18 berupa fotokopi  dari  fotokopi  tanpa

diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk  menguatkan dalil  gugatannya,  Penggugat

telah pula mengajukan saksi  yang memberikan keterangan pada pokoknya

sebagai berikut:

1. Saksi  PATMAN,  dibawah  janji  yang  memberikan  keterangan  pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Gugatan

Perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

- Bahwa  saksi  mengetahui  Penggugat  dan  Tergugat  telah  menikah

namun saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua)

orang anak;

- Bahwa  anak  Penggugat  dan  Tergugat  yang  pertama  bernama

SHERIN,  namun  untuk  anak  yang  kedua  saksi  tidak  mengetahui

namanya;

- Bahwa Penggugat  bekerja  sebagai  asisten kebun di  PT BKI  pada

tahun 2019;

- Bahwa Penggugat sempat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat

sering cekcok dengan Tergugat dimana Tergugat meminta Penggugat

untuk menceraikan Tergugat, selain itu saksi juga diperlihatkan chat

dari  Tergugat  oleh Penggugat  yang inti  pesannya  adalah Tergugat

meminta Penggugat ajukan perceraian ke Damang;
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- Bahwa Penggugat  setelah menerima pesan tersebut  dari  Tergugat

dan Penggugat tidak sejalan lagi  dengan Tergugat,  kemudian atas

alasan  tersebut  Penggugat  langsung  membuat  Permohonan  cerai

secara adat ke ke Damang Dusun Selatan;

- Bahwa saksi ikut hadir pada penyelesaian rumah tangga secara adat

antara Penggugat dan Tergugat tersebut di Sekretariat Kedamangan

Dusun Selatan;

- Bahwa yang hadir di Sekretariat Kedamangan Dusun Selatan adalah

saksi, Penggugat, Tergugat dan Keluarga Tergugat;

- Bahwa penyelesaian rumah tangga secara adat  antara Penggugat

dan Tergugat tersebut berjalan sekitar 3 (tiga) jam;

- Bahwa hasil  dari  penyelesaian rumah tangga secara adat tersebut

adalah  Penggugat  dan  Tergugat  akhirnya  didamaikan  karena

permohonan cerai tersebut dicabut oleh Keluarga Tergugat;

- Bahwa  alasan  Keluarga  Tergugat  mencabut  permohonan  cerai

tersebut  karena  Tergugat  masih  ingin  mempertahankan

pernikahannya dengan Penggugat;

- Bahwa  Penggugat  pernah  bercerita  kepada saksi  bahwa  Tergugat

mengaku  tidak  pernah  dinafkahi,  padahal  selama  ini  Penggugat

selalu menafkahi Tergugat dan Penggugat juga bercerita sempat ada

pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr.i WIWIN yang merupakan orang Desa

Lenggang;

- Bahwa Penggugat maupun Tergugat ada wanita idaman lain atau pria

idaman lain saksi tidak tahu;

- Bahwa  pada  saat  penyelesaian rumah tangga secara  adat  antara

Penggugat dan Tergugat di Sekretariat Kedamangan Dusun Selatan

tersebut ada keluarga Tergugat yang keberatan dengan pertemuan

tersebut;

- Bahwa pokok permasalahan rumah tangga tersebut tidak dibahas di

pertemuan tersebut, karena penyelesaian rumah tangga secara adat
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tersebut  tujuannya  adalah  untuk  mendamaikan  kalau  kedua  belah

pihak sepakat cerai maka akan diceraikan dipertemuan tersebut;

- Bahwa  konskuensinya  Tergugat  dan  Keluarga  Tergugat  mencabut

permohonan  cerai  pada  penyelesaian  rumah  tangga  secara  adat

tersebut  adalah  Tergugat  harus  membayar  denda  sebesar

Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada penyelesaian rumah tangga secara adat tersebut tidak

ada kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa  Wali  Asbah  fungsinya  untuk  mengesahkan  pernikahan

sebagai orang tua dari yang melakukan pernikahan;

2. Saksi  HENDRI,  dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Gugatan

Perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

- Bahwa  saksi  mengetahui  Penggugat  dan  Tergugat  telah  menikah

namun saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah;

- Bahwa saksi  sudah kenal  dengan Penggugat  sejak 2 (dua)  tahun

lalu;

- Bahwa  saksi  mengetahui  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah

pasangan  suami  istri,  karena  Penggugat  merupakan  atasan  dari

saksi jadi saksi mengetahuinya dari Penggugat;

- Bahwa  saksi  mengetahui  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah

pasangan suami istri, karena Penggugat merupakan atasan saksi jadi

saksi mengetahuinya dari Penggugat;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Perawat Kebun di perusahaan sawit PT

BKI;

- Bahwa saksi  mengetahui  dari  pernikahan Penggugat  dan Tergugat

mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan, anak pertama berumur 9

(sembilan) tahun dan anak kedua 7 (tujuh) tahun;

- Bahwa  anak  Penggugat  dan  Tergugat  yang  pertama  saksi  lupa

namanya dan anak kedua bernama KEZIA;
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- Bahwa  saksi  mengetahui  Penggugat  akan  menceraikan  Tergugat

berdasarkan cerita dari Tergugat kepada saksi;

- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

sebelumnya  yang  saksi  ketahui  hanya  tidak  bertegur  sapa  lagi,

namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

- Bahwa  saksi  mengetahui  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  bertegur

sapa  lagi,  karena  pos  saksi  untuk  bertempat  tinggal  berdekatan

dengan rumah Penggugat dan Tergugat di Mess PT BKI;

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat  tidak bertegur sapa lagi  sekitar 3

(tiga) bulan lalu Penggugat dan Tergugat sempat bertengkar;

- Bahwa  yang  saksi  lihat  terkait  kronologi  pertengkaran  antara

Penggugat  dan Tergugat  yang  saksi  lihat  secara  langsung  adalah

pada  saat  saksi  masak  di  belakang  Pos,  saksi  mendengar  suara

barang-barang  berjatuhan  karena  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat,  pada  saat  saksi  mendengar  suara  suara  tangisan  dari

anak-anak Penggugat dan Tergugat, saksi langsung mengamankan

anak-anak tersebut ke Pos;

- Bahwa setelah pertengkaran tersebut awalnya Penggugat tidak mau

satu kamar lagi dengan Tergugat, karena saksi sempat diminta tolong

oleh  Penggugat  untuk  membersihkan  kamar  lainnya  di  rumahnya

tersebut,  namun  akhirnya  Tergugat  yang  memilih  mengalah  untuk

tidak  bertempat  tinggal  lagi  di  rumah  tersebut  dengan  membawa

anak-anak  dari  Penggugat  dan  Tergugat  tersebut  dimana  saksi

sempat diminta tolong oleh Tergugat untuk mengantarkan Tergugat

beserta anak-anaknya ke luar Mess PT BKI;

- Bahwa  Tergugat  pernah  bercerita  mengenai  permasalahan  rumah

tangganya ke saksi seperti Tergugat curiga dengan Pengguat yang

mempunya  wanita  idaman  lain  sesama  karyawan  PT  BKI  dan

Penggugat yang tidak mau makan masakan dari Tergugat lagi dan

memilih masak makanan sendiri;

- Bahwa saksi mengenal Sdr.i WIWID yang merupakan karyawan PT

BKI namun berada di divisi alat berat PT BKI;
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- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi,

saksi  pernah melihat  Sdr.i  WIWID pernah mengantarkan makanan

untuk  buka  puasa  senin  kamis  ke  rumah  Penggugat  berdasarkan

pesanan dari Penggugat;

- Bahwa Sdr.i WIWID bertempat tinggal di luar mess PT BKI yaitu di

Desa Lenggang;

- Bahwa Tergugat tinggal di mess PT BKI bersama Penggugat ketika

anak-anak  sedang  libur  sekolah,  selebihnya  Tergugat  tinggal  di

Kalahien bersama keluarganya;

- Bahwa saksi  sempat menasihati  baik Penggugat maupun Tergugat

agar besabar menghadapi permasalahan rumah tangga yang mereka

hadapi dan batalkan niatan untuk bercerai, karena ada masa depan

anak-anak mereka yang harus diperhatikan;

Menimbang  bahwa  Tergugat  untuk  membuktikan  dalil  jawabannya

telah mengajukan bukti surat berupa:

1. T-1 : Foto percakapan via aplikasi Whatsapp;
2. T-2 : Foto Tergugat;
3. T-3 : Foto  percakapan  via  aplikasi  Whatsapp  dan Surat  dari

Penggugat bahwa ia melaksanakan cuti;
4. T-4 : Asli  Surat  Panggilan  Penyelesaian  Permasalahan  Rumah

Tangga Adat Nomor 05/DKA-DS/II/2024 yang diterbitkan oleh

Damang  Kepala  Adat  Kecamatan  Dusun  Selatan  pada

Kedamang  Dusun  Selatan  Kabupaten  Barito  Selatan  pada

tanggal 11 Februari 2024;
5. T-5 : Kartu  Keluarga Nomor  6204060608120007 yang  diterbitkan

oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil  Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 13

Februari 2024;
6. T-6 : Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  NERIS  Nomor

6204065303850006  yang  diterbitkan  oleh  Dinas

Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Barito

Selatan pada tanggal 27 Juli 2015;
7. T-7 : Akta  Perkawinan  Nomor  6204-KW-24052012-0002  yang

diterbitkan  oleh  Pejabat  Pencatatan  Sipil  pada  Dinas
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Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Barito

Selatan pada tanggal 16 Juli 2014;
8. T-8 : Akta  Kelahiran  Nomor  6204-LT-20112014-0005  yang

diterbitkan  oleh  Pejabat  Pencatatan  Sipil  pada  Dinas

Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Barito

Selatan pada tanggal 20 November 2014;
9. T-9 : Akta  Kelahiran  Nomor  6204-LU-20022018-0003  yang

diterbitkan  oleh  Pejabat  Pencatatan  Sipil  pada  Dinas

Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Barito

Selatan pada tanggal 20 Februari 2018;
Menimbang  bahwa  terhadap  bukti  surat  tersebut  telah  diberikan

meterai dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya,  bukti T-4 berupa bukti

surat  asli,  bukti  T-5  sampai  dengan  T-9  berupa  fotokopi  sesuai  dengan

aslinya dan bukti T-1 sampai dengan T-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa

diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk  menguatkan dalil  sangkalannya,  Tergugat

telah pula mengajukan saksi  yang memberikan keterangan pada pokoknya

sebagai berikut:

1. Saksi  FERIANTON,  dibawah janji  yang memberikan keterangan pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Tergugat  karena  Tergugat  merupakan

keponakan dari saksi;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Gugatan

Perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

- Bahwa  saksi  mengetahui  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

melakukan pernikahan;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut saksi tidak hadir;

- Bahwa  setelah  Penggugat  dan  Tergugat  menikah,  mereka  sempat

bertempat tinggal di Sampit karena waktu itu Penggugat bertugas di

Sampit,  namun  setelah  Penggugat  berpindah  tugas  ke  PT  BKI

mereka bertempat tinggal di mess PT BKI;

- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 2

(dua) orang anak perempuan;
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- Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  benar  telah  terjadi

percekcokan  dalam  rumah  tangganya,  sehingga  pihak  keluarga

berupaya  mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat  dengan  jalan

mediasi;

- Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  pernah  dilakukan  upaya

mediasi  sebanyak 2 (dua) kali  sebelum adanya gugatan cerai  dari

Penggugat terhadap Tergugat, yang pertama mediasi yang diadakan

dan dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri oleh keluarga Tergugat serta

Tergugat sendiri dan yang kedua mediasi yang diadakan di Demang

Adat;

- Bahwa  mediasi  yang  diadakan  dan  dihadiri  oleh  Penggugat  dan

dihadiri  oleh  keluarga Tergugat  serta  Tergugat  sendiri  terjadi  pada

bulan Januari 2024;

- Bahwa pada Mediasi yang diadakan oleh keluarga Tergugat tersebut,

Penggugat  mengaku  bersalah  namun  tidak  ia  jabarkan  apa

kesalahannya  dan  pada  akhirnya  antara  Penggugat  maupun

Tergugat bersepakat untuk berdamai;

- Bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang diadakan oleh

Demang Adat terjadi selang beberapa minggu setelah Penggugat dan

Tergugat berdamai dimediasi yang diadakan oleh Keluarga Tergugat,

dimana mediasi tersebut berdasakan laporan Penggugat ke Demang

untuk meminta cerai secara adat;

- Bahwa  keluarga Penggugat  maupun keluarga Tergugat  menghadiri

mediasi antara Penggugat dan Tergugat di Demang Adat;

- Bahwa hasil dari mediasi antara Penggugat dan Tergugat di Demang

Adat  tidak  ada  titik  terang  karena  Penggugat  bersikeras  untuk

bercerai,  namun dikarenakan dari  Tergugat  dan keluarga Tergugat

tidak  ingin  bercerai  mereka  mencabut  laporan  di  Demang  Adat

tersebut  dengan  konsekuensinya  adalah  Tergugat  dan  Keluarga

Tergugat  membayar  denda  cabut  laporan  sebesar  Rp650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah);
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- Bahwa pada saat mediasi antara Penggugat dan Tergugat di Demang

Adat  tidak  ada  Demang  Adat  membahas  atau  membicarakan

permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat bersikeras untuk

bercerai pada mediasi di Demang Adat tersebut;

- Bahwa  Tergugat  bercerita  kepada  saksi  setelah  mediasi  yang

diadakan keluarga Tergugat, dimana Penggugat mempunyai  wanita

idaman  lain  dan  saksi  diperlihatkan  bukti  foto  dan  chat  antara

Penggugat  dengan  wanita  idaman  lain  tersebut  oleh  Penggugat,

selain itu ia juga bercerita sempat menghubungi wanita idaman lain

Penggugat tersebut agar tidak mengganggu Rumah Tangga antara

Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa  saksi  tidak  sempat  meminta  klarifikasi  kepada  Penggugat

mengenai  tuduhan  wanita  idaman  lain  yang  diduga  berhubungan

dengannya tersebut pada saat mediasi di Demang Adat tersebut; 

- Bahwa  saksi  tidak  pernah  mendengar  pertengkaran  antara

Penggugat dan Tergugat sebelum pertengkaran yang mengakibatkan

mereka pisah rumah;

- Bahwa Tergugat juga pernah bercerita kepada saksi bahwa ia pernah

dituduh  selingkuh  oleh  Penggugat  dan  jumlah  nafkah  yang  diberi

Penggugat  kepada  Tergugat  dan  anak-anaknya  yang  mulai

berkurang;

- Bahwa  Tergugat  sebelumnya  sehari-hari  tinggal  bersama-sama

dengan  Penggugat  di  mess  PT  BKI,  namun  karena  anaknya

bersekolah  di  kalahien  Tergugat  dan  anaknya  hanya  saat  libur

sekolah saja tinggal bersama dengan Penggugat di mess PT BKI;

- Bahwa  saksi  berharap  Penggugat  dan  Tergugat  berdamai,  karena

masalah  keributan  rumah  tangganya  hanya  berdasarkan  saling

berprasangka tanpa diketahui kebenarannya;

- Bahwa  saksi  tidak mengetahui  bahwa Penggugat  sudah berpindah

agama dari Kristen ke Islam;
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2. Saksi  HERMAN,  dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Tergugat  karena  Tergugat  merupakan

saudara sepupu dari saksi;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Gugatan

Perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

- Bahwa  saksi  mengetahui  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

melakukan pernikahan;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut saksi tidak hadir;

- Bahwa setelah  Penggugat  dan Tergugat  menikah,  mereka sempat

bertempat tinggal di Sampit karena waktu itu Penggugat bertugas di

Sampit,  namun  setelah  Penggugat  berpindah  tugas  ke  PT  BKI

mereka bertempat tinggal di mess PT BKI;

- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 2

(dua) orang anak perempuan;

- Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  benar  telah  terjadi

percekcokan  dalam  rumah  tangganya,  sehingga  pihak  keluarga

berupaya  mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat  dengan  jalan

mediasi;

- Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  pernah  dilakukan  upaya

mediasi  sebanyak 2 (dua) kali  sebelum adanya gugatan cerai  dari

Penggugat terhadap Tergugat, yang pertama mediasi yang diadakan

dan dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri oleh keluarga Tergugat serta

Tergugat sendiri dan yang kedua mediasi yang diadakan di Demang

Adat;

- Bahwa  mediasi  yang  diadakan  dan  dihadiri  oleh  Penggugat  dan

dihadiri  oleh  keluarga Tergugat  serta  Tergugat  sendiri  terjadi  pada

bulan Januari 2024;

- Bahwa pada Mediasi yang diadakan oleh keluarga Tergugat tersebut,

Penggugat  mengaku  bersalah  namun  tidak  ia  jabarkan  apa

kesalahannya  dan  pada  akhirnya  antara  Penggugat  maupun

Tergugat bersepakat untuk berdamai;
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- Bahwa  pada  Mediasi  tersebut  Penggugat  tidak  mengungkapan

kesalahan apa yang  telah  ia  buat,  namun berdasarkan cerita  dari

Tergugat ada kemungkinan kesalahan yang dimaksud adalah terkait

dugaan hubungan perselingkuhannya dengan Wanita Idaman lainnya

tersebut;

- Bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang diadakan oleh

Demang Adat terjadi selang beberapa minggu setelah Penggugat dan

Tergugat berdamai dimediasi yang diadakan oleh Keluarga Tergugat,

dimana mediasi tersebut berdasakan laporan Penggugat ke Demang

Adat untuk meminta cerai secara adat;

- Bahwa keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat menghadiri

mediasi antara Penggugat dan Tergugat di Demang Adat;

- Bahwa hasil dari mediasi antara Penggugat dan Tergugat di Demang

tidak ada titik  terang karena Penggugat  bersikeras untuk  bercerai,

namun dikarenakan dari Tergugat dan Keluarga Tergugat tidak ingin

bercerai  mereka  mencabut  laporan  di  Demang  dengan

konsekuensinya adalah Tergugat dan Keluarga Tergugat membayar

denda cabut laporan sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh

ribu rupiah);

- Bahwa pada saat mediasi antara Penggugat dan Tergugat di Demang

Adat  tidak  ada  Demang  Adat  membahas  atau  membicarakan

permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat bersikeras untuk

bercerai pada mediasi di Demang Adat tersebut;

- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi FERIANTON setelah

mediasi  yang  diadakan  keluarga  Tergugat,  dimana  Penggugat

mempunyai wanita idaman lain dan saksi diperlihatkan bukti foto dan

chat antara Penggugat dengan wanita idaman lainnya tersebut oleh

Penggugat, selain itu ia juga bercerita sempat menghubungi wanita

idaman  lain  Penggugat  tersebut  agar  tidak  mengganggu  Rumah

Tangga antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi lupa nama yang diduga wanita idaman lain tersebut;
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- Bahwa  saksi  tidak  sempat  meminta  klarifikasi  dengan  Penggugat

mengenai  tuduhan  wanita  idaman  lain  yang  diduga  berhubungan

dengannya tersebut pada saat mediasi di Demang Adat;

- Bahwa  saksi  tidak  pernah  mendengar  pertengkaran  antara

Penggugat dan Tergugat sebelum pertengkaran yang mengakibatkan

mereka pisah rumah;

- Bahwa  Tergugat  pernah  bercerita  kepada  saksi  bahwa  ia  pernah

dituduh  selingkuh  oleh  Penggugat  dan  jumlah  nafkah  yang  diberi

Penggugat  kepada  Tergugat  dan  anak-anaknya  yang  mulai

berkurang;

- Bahwa  Tergugat  sebelumnya  sehari-hari  tinggal  bersama-sama

dengan  Penggugat  di  mess  PT  BKI,  namun  karena  anaknya

bersekolah  di  kalahien  Tergugat  dan  anaknya  hanya  saat  libur

sekolah saja tinggal bersama dengan Penggugat di mess PT BKI;

- Bahwa  saksi  berharap  Penggugat  dan  Tergugat  berdamai,  karena

masalah  keributan  rumah  tangganya  hanya  berdasarkan  saling

berprasangka tanpa diketahui kebenarannya;

- Bahwa  keluarga  Penggugat  juga  pernah  menelpon  Tergugat  dan

mereka ingin agar Penggugat dengan Tergugat tidak bercerai;

- Bahwa saksi tidak mengetahui  bahwa Penggugat sudah berpindah

agama dari Kristen ke Islam;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang

akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang

termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi

bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada

pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dan

Tergugat  telah  terjadi  percekcokan  yang  terus  menerus  yang  disebabkan

karena kecurigaan Tergugat terhadap Penggugat yang dituduh memiliki wanita
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idaman  lain dan  dituduh  menelantarkan  anak  sehingga  Penggugat  dan

Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah selama kurang lebih 4 (empat) bulan,

yang  pada  akhirnya  keharmonisan  dan  kerukunan  rumah  tangga  antara

Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat

memberikan  jawaban  pada  pokoknya  permasalahan  perkawinan  antara

Tergugat dan Penggugat karena Penggugat diduga telah mempunyai wanita

idaman  lain  sehingga  sifat  Penggugat  berubah  terhadap  keluarga,  namun

Tergugat  tetap  memaafkan  Penggugat  meskipun  Tergugat  merasa  sangat

kecewa dan senyatanya Tergugat dan anak-anak tetap menyayangi Penggugat

sehingga  Tergugat  tidak  ingat  bercerai  mengingat  banyak  hal  yang  harus

dipertimbangkan mengenai pernikahan;

Menimbang  bahwa  oleh  karena  telah  diakui  atau  setidak-tidaknya

tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai

berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang

melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 13 Mei

2012 dan telah  memiliki  Kutipan Akta  Perkawinan  Nomor:  6204-KW-

24052012-0002 tanggal 16 Juli 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito selatan;

2. Bahwa dari  pernikahan antara  Penggugat  dan Tergugat  telah  lahir  2

(dua) orang anak yang bernama:

a. SHERRIN LIFIA ALENA,  lahir di Kalahien 07 Juli 2014 berdasarkan

Kutipan  Akta Kelahiran Nomor: 6204-LT-20112014-0005,  tanggal 20

November 2014;

b. KEZIA  ELIANA,  lahir  di  Kalahien  15  Januari  2018 berdasarkan

Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6204-LU-20022018-0003, tanggal 20

Februari 2018;

3. Bahwa  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  pada  awalnya

harmonis;

4. Bahwa  pertengkaran  mulai  terjadi  antara  Penggugat  dan  Tergugat

ditanggal 2 Desember 2023;
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5. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  tidak  tinggal  bersama  sejak

Desember tahun 2023;

6. Bahwa telah dilakukan sidang adat yang dilakukan oleh Demang Kepala

Adat  Dusun  Selatan  pada  tanggal  15  Februari  2024  dengan  hasil

Tergugat dan keluarga Tergugat tidak ingin bercerai mencabut laporan di

Demang  Adat  dengan  konsekuensi  Tergugat  dan  Keluarga  Tergugat

membayar  denda  cabut  laporan  sebesar  Rp650.000,00  (enam  ratus

lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa yang menjadi  pokok persengketaan antara para

pihak sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang

sah?

2. Apakah  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi  percekcokan

secara terus menerus, sehingga perkawinannya tidak dapat lagi untuk

dibina dan dipertahankan?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal,

maka  berdasarkan  Pasal  283  RBg Penggugat  berkewajiban  untuk

membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat  untuk menguatkan dalil  gugatannya

telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-18;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa

bukti P-2 sampai dengan P-7, P-9 sampai dengan P-18 yang tidak diajukan

aslinya berupa fotokopi dari fotokopi, begitu pula Tergugat mengajukan bukti

surat berupa  T-1, T-2, T-3  yang tidak diajukan aslinya berupa fotokopi dari

fotokopi, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Nomor 701.K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 disebutkan "dalam mengajukan

fotokopi surat-surat sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan perdata

di  Pengadilan,  maka  fotokopi  surat  tersebut  oleh  seorang  Pejabat  harus

dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti

surat berupa fotocopy tersebut merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam

persidangan";
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Menimbang  bahwa  ketentuan  tersebut  di  atas  dapat  dikecualikan

sebagaimana  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  410.K/Pdt./2004

tanggal 25 April 2005 disebutkan "suatu surat berupa fotocopy yang diajukan

di  persidangan  Pengadilan,  sebagai  bukti  oleh  salah  satu  pihak,  baik

Penggugat  maupun  Tergugat,  walaupun  tidak  dapat  diperlihatkan  "Surat

Aslinya" di persidangan, namun oleh karena "Fotokopi Surat" tersebut telah

diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut

dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan";

Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  dengan  "telah  diakui  dan

dibenarkan  oleh  pihak  lawan"  tidak  terbatas  pada  pengakuan  atau

pembenaran secara lisan, akan tetapi termasuk pengajuan fotokopi surat di

mana surat aslinya diajukan oleh pihak lawan, ataupun fotokopi surat tersebut

juga merupakan bukti surat yang diajukan oleh pihak lawan;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap bukti-bukti surat, baik

yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat yang berupa fotokopi dari

fotokopi  meskipun  di  antara  bukti-bukti  surat  yang  diajukan  tersebut  tidak

dapat  ditunjukkan  surat  aslinya,  akan  tetapi  setelah  Majelis  Hakim

membandingkan dengan bukti-bukti  surat  lainnya  yang dimiliki  oleh  kedua

belah pihak ternyata dari bukti-bukti surat tersebut ada persamaan/kaitannya

satu dengan lainnya, oleh karenanya bukti surat baik dari Penggugat maupun

Tergugat yang berupa fotokopi dari fotokopi tersebut dapat diterima sebagai

bukti dalam perkara ini, pendapat Majelis Hakim ini bersesuaian pula dengan

Putusan  MA RI  Nomor  1498  K/Pdt/2006  tanggal  23  Januari  2008  yang

menyatakan dalam hal tertentu fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai

alat bukti;

Menimbang  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan

mempertimbangkan satu persatu bukti-bukti  yang diajukan oleh Penggugat

sebagai berikut;

Menimbang  bahwa  bukti  surat  P-1  berupa Kartu  Tanda Penduduk

atas  nama  ALIF  TOFA Nomor  6204062211880001  yang  diterbitkan  oleh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada

tanggal 05 Januari 2022. Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat P-1

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bnt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan  Pihak  Penggugat  bertempat  tinggal  dan  berdomisili  di

Kabupaten  Barito  Selatan,  oleh  karenanya  yang  masuk  kedalam  wilayah

hukum Pengadilan Negeri Buntok;

Menimbang  bahwa  bukti  surat  P-2  berupa Kartu  Tanda Penduduk

atas nama NERIS Nomor 6204065303850006 yang diterbitkan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal

27  Juli  2015.  Majelis  Hakim  berpendapat  terhadap  bukti  surat  P-2

membuktikan Pihak Tergugat bertempat tinggal dan berdomisili di Kabupaten

Barito  Selatan,  oleh  karenanya  yang  masuk  kedalam  wilayah  hukum

Pengadilan Negeri Buntok;

Menimbang  bahwa  bukti  surat  P-3  berupa Kartu  Keluarga  Nomor

6204060608120007  yang  diterbitkan  oleh  Pejabat  Pencatatan  Sipil  pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada

tanggal 13 Februari 2024. Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat P-

3 merupakan sumber dokumen yang dapat  dijadikan sumber alamat yang

legal untuk perorangan (physical person), sehingga membuktikan Penggugat

dan Tergugat merupakan warga yang tinggal dan berdomisili  di Kabupaten

Barito Selatan;

Menimbang  bahwa  bukti  surat  P-4  berupa Akta  Nikah  Nomor

02/AN/GBI-JK/III-2012 yang diterbitkan oleh Gereja Bethel Indonesia Badan

Persekutuan Gereja berdasarkan SK. Dep. Agama RI. No. 41 tanggal 9-12-

1972, pada tanggal 13 Mei 2012. Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti

surat P-4 membuktikan terhadap perkawinan yang dilakukan secara agama

Kristen  antara  Penggugat  dan Tergugat  telah dicatatkan secara agama di

Kalahien pada tanggal 13 Mei 2013;

Menimbang bahwa bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan

Nomor 6204-KW-24052012-0002 yang diterbitkan oleh Pejabat  Pencatatan

Sipil  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Barito

Selatan pada tanggal 16 Juli 2014. Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti

surat P-5 membuktikan terhadap perkawinan yang dilakukan secara agama

Kristen antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan secara negara;
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Menimbang  bahwa  bukti  surat  P-6  berupa  Akta  Kelahiran  Nomor

6204-LT-20112014-0005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada

tanggal 20 November 2014. Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat

P-6 membuktikan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah

mempunyai  anak  perempuan  yang  bernama  Sherrin  Lifia  Alena lahir  di

Kalahien 07 Juli 2014;

Menimbang  bahwa  bukti  surat  P-7  berupa Akta  Kelahiran  Nomor

6204-LU-20022018-0003 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada

tanggal 20 Februari 2018. Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat P-

7  membuktikan  selama perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah

mempunyai anak perempuan yang bernama KEZIA ELIANA lahir di Kalahien

15 Januari 2018;

Menimbang  bahwa  bukti  surat  P-8  berupa Surat  Panggilan

Penyelesaian Permasalahan Rumah Tangga Adat Nomor 05/DKA-DS/II/2024

yang diterbitkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Selatan pada

Kedamang  Dusun  Selatan  Kabupaten  Barito  Selatan  pada  tanggal  11

Februari  2024.  Majelis  Hakim  berpendapat  terhadap  bukti  surat  P-8

membuktikan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  terlah  terjadi  permasalahan

rumah  tangga  sehingga  Penggugat  pada  tanggal  7  Februari  2024

mengajukan permohonan penyelesaian permasalahan rumah tangga secara

adat kepada Kedemangan Dusun Selatan;

Menimbang bahwa bukti surat P-9 sampai dengan bukti surat P-18

berupa  percakapan via aplikasi Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat,

bukti transfer Penggugat kepada Tergugat, foto Penggugat dengan anaknya,

foto  kondisi  jalan  saat  banjir  dan  foto  Surat  dari  Penggugat  bahwa  ia

melaksanakan cuti. Bahwa menurut Majelis Hakim bukt-bukti tersebut adalah

bukti yang berdiri sendiri dan masih diperlukan pembuktikan dengan alat bukti

yang lain yaitu alat bukti saksi untuk membuktikan apakah benar telah terjadi

permasalahan tumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga

terhadap bukti ini masih diperlukan pembuktian lebih lanjut;
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Menimbang  bahwa  selain  bukti  surat,  untuk  menguatkan  dalil

gugatannya,  Penggugat  telah  pula  mengajukan  Saksi-Saksi  yaitu  Saksi

PATMAN  dan  Saksi  HENDRI  yang  pada  pokoknya  saksi  mengetahui

Penggugat  dan  Tergugat  telah  menikah  dan  saksi  mengetahui  bahwa

Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan  suami  istri,  karena  Penggugat

merupakan atasan dari  para saksi. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan

Tergugat  tersebut  telah mempunyai  2 (dua)  orang anak perempuan,  anak

pertama berumur 9 (sembilan) tahun dan anak kedua 7 (tujuh) tahun. Bahwa

saksi Hendri mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat  yang  awalnya  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  bertegur  sapa  lagi

sekitar 3 (tiga) bulan lalu Penggugat dan Tergugat sempat bertengkar. Bahwa

Saksi Hendri  pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

lihat secara langsung adalah pada saat saksi masak di belakang Pos karena

Pos  yang  saksi  tempati  berada  diseberang  mess  yang  Penggugat  dan

Tergugat tempati, saksi mendengar suara barang-barang berjatuhan karena

pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat,  kemudian  pada  saat  saksi

mendengar suara suara tangisan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat,

saksi  langsung mengamankan anak-anak tersebut ke Pos.  Bahwa setelah

pertengkaran tersebut awalnya Penggugat tidak mau satu kamar lagi dengan

Tergugat, karena saksi Hendri sempat diminta tolong oleh Penggugat untuk

membersihkan  kamar  lainnya  di  rumahnya  tersebut,  namun  akhirnya

Tergugat yang memilih mengalah untuk tidak bertempat tinggal lagi di rumah

tersebut dengan membawa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut

dimana  saksi  sempat  diminta  tolong  oleh  Tergugat  untuk  mengantarkan

Tergugat  beserta  anak-anaknya  ke  luar  Mess  PT  BKI.  Bahwa  Tergugat

pernah bercerita mengenai permasalahan rumah tangganya ke saksi seperti

Tergugat  curiga  dengan  Pengguat  yang  mempunya  wanita  idaman  lain

sesama  karyawan  PT  BKI.  Bahwa  Saksi  Patman  menerangkan  pada

pokoknya  Penggugat  sempat  bercerita  kepada  saksi  bahwa  Penggugat

sering cekcok dengan Tergugat dimana Tergugat meminta Penggugat untuk

menceraikan Tergugat, selain itu saksi juga diperlihatkan chat dari Tergugat

oleh  Penggugat  yang  inti  pesannya  adalah  Tergugat  meminta  Penggugat
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ajukan  perceraian  ke  Damang  Adat.  Bahwa  Penggugat  pernah  bercerita

kepada  saksi  bahwa  Tergugat  mengaku  tidak  pernah  dinafkahi,  padahal

selama  ini  Penggugat  selalu  menafkahi  Tergugat  dan  Penggugat  juga

bercerita  sempat  ada  pertengkaran  antara  Penggugat  dengan  Tergugat.

Bahwa  Penggugat  setelah  menerima  pesan  tersebut  dari  Tergugat  dan

Penggugat tidak sejalan lagi dengan Tergugat, kemudian atas alasan tersebut

Penggugat langsung membuat Permohonan cerai secara adat ke ke Damang

Dusun  Selatan.  Bahwa  saksi  ikut  hadir  pada  penyelesaian  rumah tangga

secara  adat  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tersebut  di  Sekretariat

Kedamangan  Dusun  Selatan  yang  pada  pertemuan  itu  berjalan  sekitar  3

(tiga) jam. Bahwa hasil dari penyelesaian rumah tangga secara adat tersebut

adalah Penggugat  dan Tergugat  akhirnya  didamaikan karena permohonan

cerai tersebut dicabut oleh Keluarga Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahan dalam

jawabannya telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-9;

Menimbang  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan

mempertimbangkan  satu  persatu  bukti-bukti  yang  diajukan  oleh  Tergugat

sebagai berikut:

Menimbang  bahwa  bukti  surat  T-1  sampai  dengan  bukti  surat  T-3

berupa screenshot percakapan via aplikasi Whatsapp antara Penggugat dan

Tergugat,  foto  Penggugat  dengan  Tergugat  dan  anak-anaknya.  Bahwa

menurut Majelis Hakim bukt-bukti tersebut adalah bukti yang berdiri sendiri

dan masih diperlukan pembuktikan dengan alat bukti yang lain yaitu alat bukti

saksi  untuk membuktikan apakah benar  telah terjadi  permasalahan tumah

tangga  antara  Penggugat  dengan  Tergugat,  sehingga  terhadap  bukti  ini

masih diperlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang  bahwa  bukti  surat  T-4  berupa Asli  Surat  Panggilan

Penyelesaian Permasalahan Rumah Tangga Adat Nomor 05/DKA-DS/II/2024

yang diterbitkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Selatan pada

Kedamang  Dusun  Selatan  Kabupaten  Barito  Selatan  pada  tanggal  11

Februari 2024. Bahwa bukti ini adalah bukti yang sama dengan bukti surat P-

8. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim berpendapat
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terhadap bukti surat T-4 membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah

terjadi  permasalahan  rumah  tangga  sehingga  Penggugat  pada  tanggal  7

Februari 2024 mengajukan permohonan penyelesaian permasalahan rumah

tangga secara adat kepada Kedemangan Dusun Selatan;

Menimbang  bahwa  bukti  surat  T-5  berupa Kartu  Keluarga  Nomor

6204060608120007  yang  diterbitkan  oleh  Pejabat  Pencatatan  Sipil  pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada

tanggal 13 Februari 2024. Bahwa bukti ini adalah bukti yang sama dengan

bukti surat P-3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim

berpendapat terhadap bukti  surat T-5 adalah merupakan sumber dokumen

yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal untuk perorangan (physical

person), sehingga membuktikan Penggugat dan Tergugat merupakan warga

yang tinggal dan berdomisili di Kabupaten Barito Selatan dan Penggugat dan

Tergugat adalah pasangan suami dan isteri;

Menimbang  bahwa  bukti  surat  T-6  berupa Kartu  Tanda  Penduduk

atas nama NERIS Nomor 6204065303850006 yang diterbitkan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal

27 Juli 2015. Bahwa bukti ini adalah bukti yang sama dengan bukti surat P-2.

Majelis  Hakim  berpendapat  terhadap  bukti  surat  T-6  membuktikan  Pihak

Tergugat bertempat tinggal dan berdomisili di Kabupaten Barito Selatan, oleh

karenanya yang masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok;

Menimbang bahwa bukti  surat T-7 berupa Akta Perkawinan Nomor

6204-KW-24052012-0002  yang  diterbitkan  oleh  Pejabat  Pencatatan  Sipil

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan

pada tanggal 16 Juli 2014. Bahwa bukti ini adalah bukti yang sama dengan

bukti surat P-5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim

berpendapat  terhadap  bukti  surat  T-7  membuktikan  terhadap  perkawinan

yang dilakukan secara agama Kristen antara Penggugat dan Tergugat telah

dicatatkan secara negara;

Menimbang  bahwa  bukti  surat  T-8  berupa Akta  Kelahiran  Nomor

6204-LT-20112014-0005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada
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tanggal 20 November 2014. Bahwa bukti ini adalah bukti yang sama dengan

bukti surat P-6. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim

berpendapat  terhadap  bukti  surat  T-8  membuktikan  selama  perkawinan

antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  mempunyai  anak  perempuan  yang

bernama Sherrin Lifia Alena lahir di Kalahien 07 Juli 2014;

Menimbang  bahwa  bukti  surat  T-9  berupa Akta  Kelahiran  Nomor

6204-LU-20022018-0003 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada

tanggal 20 Februari 2018. Bahwa bukti ini adalah bukti yang sama dengan

bukti surat P-7. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim

berpendapat  terhadap  bukti  surat  T-9  membuktikan  selama  perkawinan

antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  mempunyai  anak  perempuan  yang

bernama KEZIA ELIANA lahir di Kalahien 15 Januari 2018;

Menimbang bahwa  selain  bukti  surat,  untuk  menguatkan  dalil

bantahan dalam jawabannya,  Tergugat  telah pula mengajukan Saksi-Saksi

yaitu Saksi  FERIANTON dan Saksi HERMAN  yang pada pokoknya  bahwa

antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi percekcokan dalam rumah

tangganya, sehingga pihak keluarga berupaya mendamaikan Penggugat dan

Tergugat dengan jalan mediasi. Upaya mediasi dilakukan sebanyak 2 (dua)

kali yang pertama mediasi yang diadakan di rumah Tergugat yang dihadiri

oleh Penggugat,  Tergugat dan keluarga Tergugat serta dan mediasi kedua

diadakan  di  Demang  Adat  Dusun  Selatan. Bahwa  pada  Mediasi  yang

diadakan  oleh  keluarga  Tergugat  tersebut,  Penggugat  mengaku  bersalah

namun  tidak  ia  jabarkan  apa  kesalahannya  dan  pada  akhirnya  antara

Penggugat  maupun  Tergugat  bersepakat  untuk  berdamai. Bahwa  mediasi

antara  Penggugat  dan Tergugat  yang  diadakan oleh  Demang Adat  terjadi

selang  beberapa  minggu  setelah  Penggugat  dan  Tergugat  berdamai

dimediasi yang diadakan oleh Keluarga Tergugat, dimana mediasi tersebut

berdasakan laporan Penggugat ke Demang untuk meminta cerai secara adat.

Bahwa  hasil dari mediasi antara Penggugat dan Tergugat di Demang Adat

Dusun  Selatan  tidak  ada  titik  terang  karena  Penggugat  bersikeras  untuk

bercerai, namun dikarenakan dari Tergugat dan keluarga Tergugat tidak ingin
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bercerai  mereka  mencabut  laporan  di  Demang  Adat  tersebut  dengan

konsekuensinya adalah Tergugat dan Keluarga Tergugat membayar  denda

cabut  laporan sebesar  Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa  pada saat mediasi antara Penggugat dan Tergugat di Demang Adat

tidak ada Demang Adat membahas atau membicarakan permasalahan rumah

tangga antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa  Tergugat bercerita kepada

saksi setelah mediasi yang diadakan keluarga Tergugat, dimana Penggugat

mempunyai  wanita idaman lain dan saksi diperlihatkan bukti  foto dan chat

antara Penggugat dengan wanita idaman lain tersebut oleh Penggugat, selain

itu  ia  juga  bercerita  sempat  menghubungi  wanita  idaman  lain  Penggugat

tersebut  agar  tidak  mengganggu  Rumah  Tangga  antara  Penggugat  dan

Tergugat.  Bahwa  saksi tidak sempat meminta klarifikasi kepada Penggugat

mengenai tuduhan wanita idaman lain yang diduga berhubungan dengannya

tersebut pada saat mediasi di Demang Adat tersebut;

Menimbang  bahwa  terhadap  bukti-bukti  yang  diajukan  oleh  Para

Pihak,  Majelis  akan mempertimbangkan bukti-bukti  yang  ada relevansinya

dengan  perkara  ini  dan  terhadap  bukti  yang  tidak  ada  relevansinya  akan

dikesampingkan (Vide Putusan MA RI No: 1087k/Sip/73 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan

mempertimbangkan  apakah  antara  Penggugat  dan  Tergugat  terikat  dalam

perkawinan yang sah;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  alat-alat  bukti  yang  diajukan

Penggugat  berupa bukti  surat  P-4  dihubungkan dengan keterangan  Saksi

PATMAN dan Saksi  HENDRI  telah terbukti  bahwa Penggugat dan Tergugat

merupakan  pasangan  suami  isteri  yang  menikah  secara  agama  Kristen  di

Kalahien pada tanggal 13 Mei 2013 dan telah dicatatkan sebagaimana bukti

P-5;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata disebutkan “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang

dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan

pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”;
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Menimbang bahwa  oleh  karena  Akta  Perkawinan  tersebut

sebagaimana  bukti  P-5  diterbitkan  dan  dibuat  oleh  Dinas  Pendaftaran

Penduduk  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Barito  Selatan  yang  merupakan

Pejabat  berwenang,  maka  terhadap  Akta  Perkawinan  tersebut  termasuk

sebagai  Akta  Otentik,  oleh  karenanya  selama  tidak  terbukti  sebaliknya,

haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang

Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  jo  Undang-Undang  Nomor  16

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang  Perkawinan  disebutkan  “(1)  Perkawinan  adalah  sah,  apabila

dilakukan menurut  hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya

itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku.”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan ketentuan tersebut diatas,

Penggugat  telah  dapat  membuktikan  dalilnya  yang  menyatakan  antara

Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan

mempertimbangkan  apakah  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi

percekcokan secara terus menerus, sehingga perkawinannya tidak dapat lagi

untuk dibina dan dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan

sesuatu dalam gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan

asas audi at alteram partem dalam beban pembuktian yang juga didasarkan

pada  Pasal  1865  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  berbunyi

“Setiap  orang  yang  mendalilkan  bahwa  ia  mempunyai  sesuatu  hak,  atau

guna menegakkan haknya sendiri  maupun  membantah  sesuatu  hak  orang

lain,  menunjuk  pada  suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak

atau peristiwa tersebut.”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut,  Majelis  Hakim

berpendapat  Penggugat  untuk  dibebani  pembuktian  atas  semua  dalil-dalil

gugatannya  tersebut  dan  sebaliknya  Tergugat  pun  juga  dibebani  untuk

membuktikan semua dalil-dalil bantahannya;
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Menimbang bahwa berdasarkan keterangan  Saksi-Saksi Penggugat

yaitu Saksi PATMAN dan Saksi HENDRI yang pada pokoknya menerangkan

bahwa Penggugat sempat bercerita bahwa Penggugat sering cekcok dengan

Tergugat dimana Tergugat meminta Penggugat untuk menceraikan Tergugat,

selain itu saksi juga diperlihatkan chat dari Tergugat oleh Penggugat yang inti

pesannya  adalah  Tergugat  meminta  Penggugat  ajukan  perceraian  ke

Damang Adat. Bahwa Penggugat pernah bercerita bahwa Tergugat mengaku

tidak  pernah  dinafkahi,  padahal  selama  ini  Penggugat  selalu  menafkahi

Tergugat  dan  Penggugat  juga  bercerita  sempat  ada  pertengkaran  antara

Penggugat  dengan  Tergugat.  Bahwa  Penggugat  setelah  menerima  pesan

tersebut  dari  Tergugat  dan Penggugat  tidak sejalan lagi  dengan Tergugat,

kemudian atas alasan tersebut Penggugat langsung membuat Permohonan

cerai  secara  adat  ke  ke  Damang  Dusun  Selatan.  Bahwa  permasalahan

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang awalnya Penggugat dan

Tergugat tidak bertegur sapa lagi sekitar 3 (tiga) bulan lalu Penggugat dan

Tergugat  sempat  bertengkar.  Bahwa  Saksi  HENDRI  pernah  melihat

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lihat secara langsung adalah

pada  saat  saksi  masak  di  belakang  Pos  karena  Pos  yang  saksi  tempati

berada  diseberang  mess  yang  Penggugat  dan  Tergugat  tempati,  saksi

mendengar suara barang-barang berjatuhan karena pertengkaran Penggugat

dan Tergugat, kemudian pada saat saksi mendengar suara suara tangisan

dari  anak-anak  Penggugat  dan  Tergugat,  saksi  langsung  mengamankan

anak-anak tersebut ke Pos. Bahwa setelah pertengkaran tersebut awalnya

Penggugat tidak mau satu kamar lagi dengan Tergugat, karena saksi Hendri

sempat diminta tolong oleh Penggugat untuk membersihkan kamar lainnya di

rumahnya tersebut, namun akhirnya Tergugat yang memilih mengalah untuk

tidak bertempat tinggal lagi di rumah tersebut dengan membawa anak-anak

dari Penggugat dan Tergugat tersebut dimana saksi sempat diminta tolong

oleh Tergugat untuk mengantarkan Tergugat beserta anak-anaknya ke luar

Mess  PT BKI.  Bahwa  Tergugat  pernah  bercerita  mengenai  permasalahan

rumah tangganya ke saksi  seperti  Tergugat curiga dengan Pengguat yang

mempunya wanita idaman lain sesama karyawan PT BKI;
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Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  Saksi-Saksi  Tergugat

yaitu Saksi  FERIANTON dan Saksi HERMAN yang pada pokoknya  bahwa

antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi percekcokan dalam rumah

tangganya, sehingga pihak keluarga berupaya mendamaikan Penggugat dan

Tergugat dengan jalan mediasi. Upaya mediasi dilakukan sebanyak 2 (dua)

kali yang pertama mediasi yang diadakan di rumah Tergugat yang dihadiri

oleh Penggugat,  Tergugat dan keluarga Tergugat serta dan mediasi kedua

diadakan  di  Demang  Adat  Dusun  Selatan. Bahwa  pada  Mediasi  yang

diadakan  oleh  keluarga  Tergugat  tersebut,  Penggugat  mengaku  bersalah

namun  tidak  ia  jabarkan  apa  kesalahannya  dan  pada  akhirnya  antara

Penggugat  maupun  Tergugat  bersepakat  untuk  berdamai. Bahwa  mediasi

antara  Penggugat  dan Tergugat  yang  diadakan oleh  Demang Adat  terjadi

selang  beberapa  minggu  setelah  Penggugat  dan  Tergugat  berdamai

dimediasi yang diadakan oleh Keluarga Tergugat, dimana mediasi tersebut

berdasakan laporan Penggugat ke Demang untuk meminta cerai secara adat.

Bahwa  hasil dari mediasi antara Penggugat dan Tergugat di Demang Adat

Dusun  Selatan  tidak  ada  titik  terang  karena  Penggugat  bersikeras  untuk

bercerai, namun dikarenakan dari Tergugat dan keluarga Tergugat tidak ingin

bercerai  mereka  mencabut  laporan  di  Demang  Adat  tersebut  dengan

konsekuensinya adalah Tergugat dan Keluarga Tergugat membayar  denda

cabut  laporan sebesar  Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa  saksi tidak sempat meminta klarifikasi kepada Penggugat mengenai

tuduhan wanita idaman lain yang diduga berhubungan dengannya tersebut

pada saat mediasi di Demang Adat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

dalam  putusannya  Reg.  1354K/Pdt/2001,  tertanggal  18  September  2003

disebutkan: ”untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara

fisik, cekcok mulut, pada Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta

yang  menunjukkan  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran  sehingga

menyebabkan perkawinan pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun

lagi  dalam  rumah  tangga.”  Jo.  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor
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534K/Pdt/1996 tanggal  18  Juni  1996,  yang  pada pokoknya  menyebutkan:

”bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcokan

atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat

perkawinan itu  sendiri,  apakah perkawinan itu  masih dapat  dipertahankan

lagi atau tidak”;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  Yurisprudensi  tersebut  di  atas

dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan

Saksi-Saksi  sebagaimana  tersebut  diatas,  dikaitkan  dengan  dalil  gugatan

Penggugat,  Jawaban  Tergugat  serta  bukti-bukti  surat  yang  diajukan  para

pihak,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  antara  Penggugat  dan

Tergugat telah nyata terjadi adanya suatu perselisihan secara terus menerus

yang salah satu alasannya adalah kecurigaan Tergugat terhadap Penggugat

yang memiliki perempuan lain dan menelantarkan anak dan sikap Tergugat

yang  merasa tidak  pernah dinafkahi  yang  pada akhirnya  dilakukan upaya

mediasi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mediasi yang diadakan di rumah

Tergugat yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan keluarga Tergugat serta

dan  mediasi  kedua  diadakan  di  Demang Adat  Dusun  Selatan  yang  pada

intinya  tidak  ada titik  terang karena Penggugat  bersikeras  untuk  bercerai,

namun dikarenakan dari Tergugat dan keluarga Tergugat tidak ingin bercerai

mereka mencabut laporan di Demang Adat tersebut dengan konsekuensinya

adalah  Tergugat  dan  Keluarga  Tergugat  membayar  denda  cabut  laporan

sebesar  Rp650.000,00  (enam  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah),  hingga  pada

puncaknya  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  tinggal  bersama  lagi  sejak

Desember  2023.  Bahwa  berdasarkan  hal  tersebut  semakin  menguatkan

mengenai  adanya  perselisihan dan  percekcokan  yang  terjadi  pada  rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  karena  tidak  mungkin  suami  istri  pisah

rumah  begitu  lama  jika  tidak  ada  perselisihan  yang  terus  menerus  dan

selama pisah rumah tersebut, sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-

Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang

Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  disebutkan:  “untuk  melakukan
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perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan

dapat hidup rukun sebagai suami istri.”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut,  Majelis  Hakim

berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, yaitu

rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi  perselisihan  dan

percekcokan  terus  menerus  yang  tidak  dapat  didamaikan  lagi,  sehingga

tekad  Penggugat  untuk  bercerai  dengan  Tergugat  telah  terdapat  cukup

alasan, dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun

lagi sebagai pasangan suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor  1

Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: “Perkawinan adalah ikatan lahir

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  Bahagia  dan  kekal

berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut,  Majelis  Hakim

berpendapat  bahwa  tujuan  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  untuk

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal  sudah tidak

dapat  diharapkan  akan  terwujud,  sehingga  Perkawinan  antara  Penggugat

dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  Petitum  point  1  (satu)  untuk

mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena berkaitan dengan

petitum lainnya, maka petitum ini akan Majelis tentukan setelah menentukan

petitum lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis

Hakim  berkesimpulan  alasan  perceraian  antara  Penggugat dan Tergugat

termasuk   ke   dalam alasan-alasan  perceraian  sebagaimana  diatur  dalam

Pasal 19 huruf  f  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975 tentang

pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang Perkawinan,

yang  berbunyi  “Antara  suami  dan  istri  terus  menerus  terjadi perselisihan

dan Pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam  rumah
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tangga.”   Oleh karena itu,  Majelis Hakim berpendapat  petitum Penggugat

point 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat 4 Peraturan

Presiden  Nomor  25  Tahun  2008  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan: “Panitera Pengadilan

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  berkewajiban  mengirimkan  salinan

putusan  pengadilan  mengenai  perceraian  kepada  Instansi  Pelaksana  atau

UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

disebutkan:  “Perceraian  wajib  dilaporkan  oleh  yang  bersangkutan  kepada

Instansi  Pelaksana  paling  lambat  60  (enam  puluh)  hari  sejak  putusan

pengadilan  tentang  perceraian  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum

tetap.”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, meskipun

terhadap  ketentuan  pasal  40  ayat  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan  tidak  disebutkan  dalam

petitum  gugatan  Penggugat,  akan  tetapi  karena  merupakan  perintah  dari

Undang-Undang, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah berlebihan apabila

dimasukkan kedalam amar putusan;

Menimbang  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  jika  penambahan

perintah ini bukanlah merupakan  ultra petita (memutus/ mempertimbangkan

lebih  dari  apa  yang  dituntut  dalam  petitum  gugatan  Penggugat)  karena

perintah  ini  bukan  bersifat  pokok  tetapi  justru  perintah  yang  bersifat

pelengkap  saja  sebagai  akibat  dari  perceraian  dan  untuk  memberikan

kepastian hukum atas kedudukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap petitum

Penggugat point 3, Majelis Hakim akan mengabulkan dengan memperbaiki

redaksi menjadi sebagai berikut: “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan

Negeri  Buntok  untuk  mengirimkan  salinan  putusan  yang  telah  mempunyai
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kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang

mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan

Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat

dalam register yang tersedia untuk itu, serta memerintahkan Penggugat dan

Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.”;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka

berdasarkan Pasal 192 RBg sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak

yang  kalah,  dihukum  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  timbul  dalam

perkara ini,  sehingga terhadap  petitum Penggugat point  4,  Majelis Hakim

akan  mengabulkan  dengan  memperbaiki  redaksi  menjadi  menghukum

Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara yang  besarnya  akan  ditentukan

dalam  amar  putusan  di  bawah  ini.  Dengan  demikian  petitum Penggugat

point 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang  bahwa  terhadap  petitum  point  1  (satu),  oleh  karena

petitum point 2 (dua) sampai dengan petitum point 4 (empat) dari Penggugat

beralasan hukum dan dikabulkan oleh Majelis, dengan demikian telah cukup

alasan  bagi  Majelis  Hakim  untuk  mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk

seluruhnya,  sehingga  cukup  beralasan  petitum  point  1  (satu)  untuk

dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 192 RBg jo Pasal 283 RBg jo Pasal 1868 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 1 jo Pasal 39

ayat  2  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 ayat  1 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan  dan

peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan  Gugatan Penggugat  untuk  seluruhnya;

2. Menyatakan  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  yang  telah

dilangsungkan secara Agama Kristen di  Kalahien pada tanggal  13 Mei
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2012 oleh Pemuka Agama yang bernama Pdm. Ruyetni, S.Th, MA dan

telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor:  6204-

KW-24052012-0002 tertanggal  16  Juli  2014  yang  dikeluarkan  oleh

Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Pemerintah  Kabupaten

Barito  Selatan,  putus  karena  perceraian  dengan  segala  akibat

hukumnya;

3. Memerintahkan  kepada  Panitera  Pengadilan  Negeri  Buntok  untuk

mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi

tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan yaitu Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Barito  Selatan untuk

dicatat  dalam  register  yang  tersedia  untuk  itu,  serta  memerintahkan

Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan ini kepada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito  Selatan

paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh

kekuatan hukum tetap;

4. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar

Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  musyawarah  Majelis  Hakim

Pengadilan  Negeri  Buntok,  pada hari  Senin  tanggal  5  Agustus  2024 oleh

kami, Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar

Koholifano Mukti, S.H., M.H., dan Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., masing-

masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  telah  diucapkan  dalam

persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024,

dengan dihadiri  oleh Fridho Tumon, S.H.,  sebagai Panitera Pengganti  dan

telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari

itu juga.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
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Anjar Koholifano Mukti, S.H, M.H. M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Fridho Tumon, S.H.

Perincian biaya  :

1 Materai : Rp 10.000,00

2 Redaksi : Rp 10.000,00

3 Proses : Rp 100.000,00

4 PNBP : Rp 50.000,00

5 Panggilan : Rp 34.000,00

Jumlah Rp 204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah)
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